
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021 

DI KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN 

bahwa da lam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintab 
Daerah Tahun 2021 , per lu d i l akukan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan d i Kabupaten Pacitan; 
bahwa guna kelancaran dan tert ib adminis t ras i musyawarah 
perencanaan pembangunan d i Kabupaten Pacitan, maka per lu 
adanya pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan Bupat i 
tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan T a h u n 2021 d i Kabupaten Pacitan 

Meng ingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 

Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 t a h u n 
2015; 

7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Menimbang : a. 

b. 

c. 

3. 

4. 

5. 



8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 114 t a h u n 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

9. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 90 t a h u n 2019 tentang 
Klasif ikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11 . Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 70 t a h u n 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pacitan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2 0 2 1 . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021 
DI KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupat i Pacitan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ingkat DPRD, adalah 

lembaga perwaki lan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
penyelenggara pemer intahan daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kecamatan a tau yang disebut dengan nama la in adalah bagian wi layah dar i 
Daerah kabupaten yang d ip imp in oleh camat. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya dis ingkat 
Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan 
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah. 



8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya dis ingkat 
Musrenbang adalah f o rum antar pemangku kepent ingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 

9. Pemangku Kepentingan adalah p ihak yang langsung a tau t idak langsung 
mendapatkan manfaat a tau dampak dar i perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Daerah antara. lain u n s u r DPRD provinsi dan kabupaten, TNI, 
POLRl, Kejaksaan, akademisi , LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan 
kabupaten /desa, dun i a usaha/investor, pemer intah pusat, pemerintah 
provinsi , kabupaten, pemer intahan desa, dan ke lurahan serta keterwaki lan 
perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat 
rentan termarg ina lkan. 

10. Fasil itasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses 
perencanaan part is ipat i f/musrenbang Kelurahan/Desa yang d i l akukan oleh 
LSM dan p ihak-p ihak la in yang memi l ik i kapasitas dan kemampuan 
pendampingan. 

1 1 . Narasumber adalah p ihak pember i informasi yang per lu d ike tahu i peserta 
Musrenbang, u n t u k bahan pengambilan Keputusan dalam proses 
Musrenbang. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, yang selanjutnya 
dis ingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 5 
(lima) t a h u n . 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya dis ingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya dis ingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah u n t u k 
periode 5 (lima) t a h u n . 

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dis ingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah u n t u k 
periode 1 (satu) t a h u n . 

16. Musrenbang RKPD d i Kabupaten adalah f o rum musyawarah perencanaan 
pembangunan t a h u n a n yang d i laksanakan secara demokrat is antara 
Pemangku Kepentingan da lam rangka membahas rancangan RKPD. 

17. Musrenbang RKPD d i Kecamatan adalah f o rum pembahasan hasi l daftar 
usu lan desa/kelurahan d i l ingkup kecamatan, dengan tu juan u n t u k 
penajaman, penyelarasan, k lar i f ikas i dan kesepakatan usulan rencana 
kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang di integrasikan dengan 
pr ior i tas pembangunan Daerah d i wi layah kecamatan. 

18. Forum Perangkat Daerah merupakan fo rum s inkronisas i pelaksanaan urusan 
pemer intahan daerah u n t u k me rumuskan program dan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten. 

19. Fo rum Konsultas i Publ ik adalah sebuah f o rum yang membahas Rancangan 
Awal RKPD, dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan 
u n t u k memperoleh masukan dan saran, sebagai bahan penyempurnaan. 

20. Pagu ind ika t i f adalah perk i raan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber 
dar i anggaran pemer intah u n t u k setiap u rusan pemer intahan daerah oleh 
Perangkat Daerah atas dasar perh i tungan yang rasional. 

2 1 . Rumusan Kegiatan Pembangunan adalah usu lan kegiatan u n t u k menangani 
permasalahan pembangunan yang akan d iusu lkan dalam rancangan Renja 
Perangkat Daerah. 

22. Program adalah penterjemahan sub bidang u r u s a n pada Undang-undang 
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang 
mat r iks pembagian u r u s a n pemer intahan konkuren antara Pemerintah 
Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

23. Kegiatan adalah mengacu pada program dengan memperhat ikan kewenangan 
daerah sesuai dengan ke tentuan perundang-undangan. 



24. Sub Kegiatan adalah merupakan ben tuk akt iv i tas kegiatan dalam 
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

25. Kinerja adalah capaian ke luaran/has i l/dampak dar i 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya 
pembangunan. 

26. Ind ikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat u k u r 
pencapaian kiner ja sua tu kegiatan, program atau sasaran dan t u j u a n dalam 
bentuk ke luaran {output), has i l {outcome), dampak {impact}. 

27. Keluaran {output} adalah sua tu produk akh i r berupa barang atau jasa dar i 
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasi l (outcome) 
dapat t e rwujud . 

28. Hasi l {outcome) adalah keadaan yang ing in dicapai atau d iper tahankan pada 
penerima manfaat da lam periode w a k t u te r tentu yang mencerminkan 
berfungsinya ke luaran dar i beberapa kegiatan da lam satu program. 

29. Dampak {impact) adalah kond is i yang ing in d iubah berupa hasi l 
pembangunan/layanan yang diperoleh dar i pencapaian hasi l {outcome) 
beberapa program. 

BAB I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang l ingkup dar i Peraturan B u p a t i i n i , me l ipu t i : 
a. Tata Cara Pelaksanaan Forum Konsultas i Publ ik; 
b. Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten d i Kecamatan; 
c. Tata Cara Pelaksanaan Fo rum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 

dan 
d. Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten. 

BAB I I I 

FORUM KONSULTASI PUBLIK 

Pasal 3 
(1) Forum konsul tas i pub l i k d i laksanakan oleh Bappeda serta d i i k u t i oleh 

Perangkat Daerah dan pemangku kepent ingan u n t u k mengh impun aspirasi 
a tau harapan masyarakat terhadap t u j u a n , sasaran dan program 
pembangunan Daerah. 

(2) Peserta f o rum konsul tas i pub l i k d iu t amakan bagi kelompok masyarakat yang 
memi l i k i basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan 
pembangunan dan i su strategis Daerah. 

(3) Forum konsul tas i pub l i k dapat d i laksanakan secara bertahap atau sekaligus 
dengan mempert imbangkan t ingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan. 

BAB IV 
FORUM MUSRENBANG R K P D KABUPATEN DI KECAMATAN 

Pasal 4 

(1) Musrenbang RKPD kabupaten d i kecamatan merupakan forum pembahasan 
hasi l daftar u su l an desa/kelurahan d i l ingkup kecamatan. 

(2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten d i kecamatan setelah 
berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten. 



(3) Musrenbang RKPD kabupaten d i kecamatan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), d i laksanakan pal ing lambat minggu kedua pada bu lan Februari . 

(4) Tata cara pengajuan daftar usu lan desa/kelurahan berpedoman pada 
Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 114 T a h u n 2014 tentang pedoman 
pembangunan desa. 

(5) U n t u k efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten d i 
kecamatan sebagaimana d imaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan 
dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang d i te tapkan oleh Bupat i . 

(6) Musrenbang RKPD kabupaten d i kecamatan ber tu juan u n t u k penajaman, 
penyelarasan, k lar i f ikas i dan kesepakatan usu lan rencana kegiatan 
pembangunan desa/kelurahan, yang di integrasikan dengan pr ior i tas 
pembangunan daerah d i wi layah kecamatan. 

BAB V 
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 

Pasal 5 

(1) Fo rum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah d i laksanakan oleh kepala 
Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. 

(2) Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah pemangku 
kepentingan yang terka i t dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

(3) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ber tu juan u n t u k 
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, 
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja 
Perangkat Daerah. 

BAB VX 
FORUM MUSRENBANG R K P D KABUPATEN 

Pasal 6 

(1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinas ikan Musrenbang RKPD 
kabupaten; 

(2) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d ihad i r i 
oleh para pemangku kepent ingan; 

(3) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan pal ing lambat pada minggu keempat bu lan Maret; 

(4) Musrenbang RKPD kabupaten be r tu juan u n t u k membahas rancangan RKPD 
kabupaten; 

(5) Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten sebagaimana d imaksud pada ayat 
(4), d i laksanakan da lam rangka: 
a. menyepakat i permasalahan pembangunan Daerah; 
b. menyepakati pr ior i tas pembangunan Daerah; 
c. menyepakati program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikat i f , indikator 

dan target kinerja serta lokasi; 
d. penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah 

dengan sasaran dan pr ior i tas pembangunan provinsi ; dan 
e. k lar i f ikas i program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan 

kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang 
d iusu lkan berdasarkan has i l Musrenbang kecamatan. 



BAB VIX 
TATA CARA PELAKSANAAN 

Pasal 7 

(1) Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 202 
D i Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran 
Peraturan i n i yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 
Bupa t i i n i . 

(2) Susunan Pedoman pelaksanaan musrenbang sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai b e r i k u t : 
a. Lampiran I tentang Tata Cara Pelaksanaan Fo rum Konsultas i Publ ik; 
b. Lampiran I I tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

Kabupaten d i Kecamatan; 
c. Lampiran 111 tentang Tata Ceira Pelaksanaan Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan 
d. Lampiran IV tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

Kabupaten. 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

BAB VI I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Dite tapkan d i 
Pada tanggal 

Pacitan 
13 - 1 - 2021 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 13 Janua r i 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPAIVEN PACITAN 

H E R U WIWOHO BP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 3 


